
 
 

KEPUTUSAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

PROVINSI SUMATERA BARAT 
NOMOR : 1/SB/2021 

 
TENTANG 

 

USUL PEMBERHENTIAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SUMATERA BARAT MASA JABATAN  TAHUN 2016-2021 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI SUMATERA BARAT, 

 

 
Menimbang : a. bahwa berhubung akan berakhirnya masa jabatan 

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat masa 
Jabatan tahun 2016-2021, maka perlu di usulkan 

pemberhentiannya sebagai Gubernur dan Wakil 
Gubernur Sumatera Barat; 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 79 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, pemberhentian Kepala Daerah 

dan/atau Wakil Kepala Daerah di umumkan oleh 
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat 
paripurna dan diusulkan oleh Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah kepada Presiden melalui 
Menteri Dalam Negeri; 

c. bahwa sesuai point 3 huruf a surat Menteri Dalam 
Negeri Nomor 120/3262/SJ  tanggal 17 Juni 2015, 
bahwa untuk pemberhentian Gubernur dan Wakil 

Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Usul 
Pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur 
Sumatera Barat masa jabatan tahun 2016-2021. 

   
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 
1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra 
Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1546); 

 

 

 



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5234); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 
Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5898); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang 

tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan 
Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah  

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor  78 Tahun 2012 
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan Pengesahan 
Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5344); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor  18 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Hak  Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
6057); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota 
(Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174); 

 



8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

 
Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/3262/SJ tanggal 

17 Juni 2015,  Perihal Pemberhentian Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah serta Pengangkatan Penjabat Kepala 
Daerah; 

 
   

M E M U T U S K A N : 
 

Menetapkan :  

KESATU : Mengusulkan pemberhentian Prof. Dr. H. Irwan Prayitno, 
Psi, M.Sc. dan Drs. H. Nasrul Abit sebagai Gubernur dan 

Wakil Gubernur Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 
2016-2021; 

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 
Ditetapkan di : P a d a n g 
Pada tanggal  :  7 Januari 2021 

 
                                     

 

  
 

 


